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A. PERDAHULUAR .

Tujuan seseorang menvelesaikan mengkets 'hukum vang
tinbul dalam kehidupan mereka di dealam masyarakat melalui
keokursaan kehakiman adalah untuk mendapatkan putusan yang
adil.

' Hakim dalam melakssnakan tugasnys memeriksa dan me-
nyelesaikan suatu perkara dengan putusannya yang adil akan
menghonstatir perksrs terssbut, kemudian wmengkonstruir
sabslum dkhirnya mengkongtituir, Dalam tindakan meng-
konstatir inilah hakim akan mencari apa dan siapa diantara
para pihak berperkara yang benar. ' '

Meskipun tidak dalam semua perkars psrdata hukum pem-
buktian berlaku, akan tetapi dalam usaha mencari kebenaran
untuk dapat menjatuhkan putusan yang sdil dalam perkara
gsengheta hukum hakim dibantu Jdengan alst~alat buktl yang
harus disjukan olsh paras plhak berpshara.

Hukum pembuktisn merupsken bagian penting dslam hokum

~ acara, maka merupakan keharusan bsgi meorang hakim untuk
benar-benar mengetahui hukum pembuktian dalam melaksanakan
tugasnya, dalam hal ini menyelesaikan wmuatu perkara
pardata. ' .

Suatu- masalah yang =angat penting dalam  hukum
pembuktian adalah mamalah pembaglan beban bukti/pembukti-
an. Beban bukti/pembuktian ini harus dilskukan dangan
adil, tidek berat sebelah, karena beban pembuktian veang
berat sebelah berarti a priori menjerumusken pihak yang
menerime beben terlalu beret, yang dapst menyebabkan
kekalahannys (Soebekti, 1885 : 19).

Suatun perkara perdata yang penyelesaiannya diawali
dengan penﬁadﬁan gugatan ke pengadilan disebsbken adanya
sustu sengketa yang dapat timbul sebagal akibat suatu
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peristiws hukum. : _

| Peristiwa huokum menurut Satjipto Rabardjo, adatal
suatu kejadian dalam magyarskat yang menggerakkan suatu
peraturan hukum tertentu, sehingge ketentuan-ketsntuan
vang ada di dalsmnya lalu diwujudkan. Lebib  lanjut
dikatakannys bahwa agar hukum itu dapat digerakksn, maka
is hanya membutuhkan peristiwa-psristiws yang menunjukkan
bahwa rumusan tinﬂkah laku yang tercantum dalam persturan
hukum itu memang terjadi (Satiipto 1982 : 75-78).

Daril uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan, men-
kipun secare sumir, bahwa sustu peristiwa diketakan suatu
peristiwa  hukum spabila peristiwa delam kenyatsan diberi
kualifikasgi hukum. Misalnya sustu peristiwa dimsna
sessorang wmenysrahkan - sejumlah uang kepada orang lain
sedang orang vang meperima uang tersebut menyerahkan suatu
-baianﬁ..ynna diberl koalifikssi hakum vaituy wsebagsli Jual
bell. Peristiwa hukum inl akan menimbulkan skibat - hukum,
yang dalam contoh terssbut adalah pembeli  berhak
nemperoleh kenikmatan dari barsng yang dibeli. |

Kalau kita perhatiken urelan diatas, maks tampak
bahwa agar dapat timbul akibat hukum, maka sustu pafiutiwn
nyeta itu harus memenuhi rumusan dalan peraturan hukum,
valta adanya 'ﬂuatu*parbuatan vang dalsm oontoh adalah
juel-beli.

‘Kalau diates sudah kits bicarakan tentang pwristiva
atﬁu,kajadian atau perbuatan nyate yang dspat dikualifike-
.8ikan sebagal peristiwa/perbustan hukum, naka daian ke~
:nyataan ada pule suatu:pmnistiwa atau psrbuatsan uyata yang
dikualifikssikan sebegel perbustan melawan hukum. Dengan
demikian dapat dikataksn bahwa peristiwa hukum dapat
berupa perbuatan hukum den perbuatsn melawsan  hukum.
Perbuatan melawan hukum ini juga merupaksn penyehab timm 
bulnya senghketa hukum. |

“S8ama halnyas dengan pariatiwa}perbuatan hukum, suato
pariatiwa atau perbuatan dapat dikvalifikesiken msebagai
perbuastan wmelawan hukum apabila perbuatan nyata ‘tersebut
harus wemenuhi rumusan dalem peraturan hukum.
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Ager dapat mewenuhi rumusan dalam persturan hukum,
maka-hanya-dibutuhknn peristiva-peristiva atau yerbaatan»»“
perbuatan veng menunjukkan bhahwa rumasan tingkah laku yang
taroantun dalam peraturan bhukum itu banar-benar terjadi.

Dalar pembuktian di pengadilan, hekim wmungkin  Juga
akan menyinggung hal-hal yvang sebenarnya tidsk dibutuhkan
untuk menunjukkan terjadinye suatu b@ristiwa_hukum.~

PERMASALAHAN o :

Di atas telah dikemukskan bahwe pembagian beban bukti
yeng tidak dilskuokan dangan csrmat mecars a priori aksn
menjerunuskan pihek yang dibebanl pembuktian terlalu berat
aken dikalahkan. - | o

| Dari masa ke mesa pembagian baban bukti. ini dirasekan .
sangat sulit sehingga manimbulkmn‘baherapa nacam teori
dan psndapat beik darl pars teoritisli maupun praktiwi_"maw
ngenal hal ini. Hael demlkian itu oleh Wirjono dikatahan
bahwa soal pembagian beban bukti adelah scal yang amat su-
kar p&nyélasaiannyﬁ,-baik perihal pengaturannya mauﬁun pe-
rihel pslakesnaannya delsm praktek (Wirjono, 1975 : 104).

Adapun permasslshan yang akan dibahas dalam makalah
ini adalah sejauh mana kewenengan hakim dalam pembagian
baban buktl yang di-d&lamnya'mambieaxakan-téntang :

1. Siapa vang harus mémbuktikan,
2. Apa yang harus diboktikan,
3. Bagaimana cars pembuktiannya dan

PEMBAHASAN
1. Biepa Harue Nembuktian
Membuktiken adalsh memberikan keyskinan kepada
hakim akan kebenaran dalil atau dalil-dalil yeng dike-
mukakan dalmm suatu pexsengketaan (Subekti, 1883 : 7).,
Sesual dengan ketentusn Pasal 183 HIR/263 RBg dan
1865 BW, Budikno (1883 : 111) wmengatskan “"mengingat
Eswajiban hakim adelah mensmukan dan menentuken atau
menﬁkunstntir pariﬁtiwanya, maka\#ann_waﬂib membukt ikan
adalah pafa pihak berperkara yang mempunyai kapantinga¢3




untuk dapat momananﬁkan perkarauya .
Pasal 163 HIR/2B3 RBg sama sekali tidak oukup te~
rang untuk dapat menjadi dassr penyelesalan pembagian
baban pembuktian, oleh karensa baik penggugat maupun
tergugat dapat termasuk penyebutan orang yang qlah'
pasal itu dibebani membuktikan sesnatu. Mereksa wmasing-
nasing depat sengatakan mewmpunyal suatu hak, dan mereks
naﬂingvmaninﬂ‘dapat wenysbut suatu peristiws untuk me -
neguhkan haknya ateu membantah adanya hek orang lain
(Mirjono, 1875 : 108). |
- Permasalahannys adalah menentukan slspa yang lebih
dahulu harus membuktiken disntars para pihek berper-
kara ? Penggugat atan tergugat ? Permasalahan timbul
mengingat bahwa beban bukti mengandung remiko, yaltu
sispa dibebani penbuktien dan tidak berhasil waka aken
dikalahkan. : :
~Dalam 'ﬁsmha mongntasl bhal ini timbul beberapa
teori sebsgal berlkut : '
1y Teori hukum gubyektif.
Menurut teori ini, sustu proses perdata di peng-
adilan sslalu merupakan palakmaﬁkan hokum subyektif,
Dalam hal ini penggugat harus membukiiken peristiwa-
peristiva khusus yeng menurut hukum subyektif menim-
bulkan hak, uaﬂnnakan tergugat harus membuktikan
parintiwawpuristiwa khusus yang mauﬂhilamgkan hak -
penggugat (Sudikno, 1983 : 118),
Teori ini hanyva dapat m&mbqti Jawaban jika gugatan
penggugat didasarken pede hukam subjektif, padahal
tidak selananys demikian, misalnys dalam gugat
- oerai. ' : ' |
2) Teori hukum 0bvaktif .
Menurut tacri ini mengajukan gugaten berarti mobon.
kepada “hakim untuk wenerapkan hukum obyketif - atas:
peristive-peristive - yang diajukan penggugat. Dalam
hal ini penggugat harus membuktiken bahwa peristiwe-
peristiva yang disjukannya adalah wmemenuhi syarat
menurut hukam obyektif. Sedangkan tergugst harue
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4)

menbuktikan adanya osoad (Sudikno, 1983 : 118).

Teori ini tidak skan dapat wmenjswab perosalan-
persoslan yang tidak dintur‘dalam undang-undang.
Teori hukum publik | 3

Menurut teori inl kedua belah pihak wajih menbak-
tikan kabanaran;dalilnya, tetapl ada sanksi pidens--
nya. Hal ini disebsbksn pandengan dalam teori ini -
bahwa orang wmencari kebenaren di pengadilan sdelah
nsrupakan kepentingan publik. 3elnin itu hakim perlu
diberi wewsnang lebih besar dalam mencari kebensran
peristiva yang menjadl pokok wengheta,

Teori hukum acars atsu teori kepatuhan

- Menurut teori ini hakin wmembagi beban pembuktlian
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kepada pars pihask yaltu kepads wihak vang paling
barnyak aandnlilkan hal-hal yang wenyimpang dari ke~
patuhsn . menurut aturan dan  pengealaman uoum
(Bachtiar, 1881 : §7). , '
Nenurut Sudikno, teori ini mendassrkan pads asas
audl et alteram partem atan asas kedudukan prosesuil
yeang sama daripada para gpihak di muka hakin., Hakas
hekim harus wembebani para pihak dengsn pembuktlan
gecara saihbana'{Sudikno, 1883 :'11?),

Teorl kepantasan, .

Henurut teori ini pihak b&rparkara yang harus memn-

" buktikan adalah pihak yang paling mudah untuk senun-

" jukken bukti/membuktikan (Koosmatgono, 1994 : 88).

Penetapan mengenal kepantasan {redelijkheid) ini
harus disershkan kepads kebijaksenasan hakim. Hal ini
disebabken akan smet sukar untuk 1¢bih dahulu meng-

_adakan ketentuan delam undang-undang mengenai hal

ini (Wixrjono, 1975 107,
. Apabila kita perhatikan teori-teori diataa. maka:

akan tampak bahwa memuanya tidak depat menyelesaikan
masalah sispa diantars para pihak yeng lebih dshulu ha-
rus mengajukan mlat-salet buktinye. Kalan tidsk wsulit
pensrapannya, kebanyakan tLeori mengataken bahwa kedua
pihak harus mengajuken alat bukti masing-masing. |
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Sabanarnya dalam bereoara dangan HIR maupun RBg
hal ini tidak marupakan masalah, sebab mepurut Pamal
121 HIR/ 145 RBg pada ssat wenerima panggilan para
pihak sudah diberitahu untuk membawa alat bukti yang
diperluken, mehingge setlsp saat para pihak sudeh eiap
dengan alat-alat bukt!i mereka. 7

Dalsn praktek, menurut yurisprudensi pihak penggu-
gatlah yang dibesbani pembuktian lebih dahulu. Alasan’
Hahkamah Agung adslah karena penggugat yang wmula-wula
pmenbawa perkara ke pengadilan,

Bagaimana eara_nenbuktikun
&, Panawaran pesbuktian
Menurut ketentuan Pasal 199 Rv, balk penggugat atau
tergugat pada gast pembuktian stau bahkan pads saat
pleidool dapat mohon kepads hakim agay dlperkanankan
untuk mengajukan alat buktl sakel.
b. Perianjiian pembuktian
Perjanjian pembuktian adslah suatu pecsetujuan di
nans para pihék berperkars sebelusinva membuat psr-
Janilan tentang bukti vang harus diberikan apabila
kelak timbul sengketa diantsra mereka (Pitlo, 1967 :
35). _
Subskti (1885 : B5) mengataksn perjaniisn ini dapat
. mengenai :
1) alat~alat bukti textentu anju yvang dapat - dipakai;
dalam perkar& marels:
2} kakuutun penbuktian yang bmgaimana dari ajat
bukti tertentu; A
3) alat buktl yang tidek dapat dipakai;
4) alat buktl yang tidak dapat dipakal sebagail alat
 bukti lawan dalem suatu hal tertentu.
" Lebih lanjut dikatakan bahwa sds yang harusg dianﬁgapf
terlarang, yaitu : | |
1) membolehkan para pihsk memskal alat bukti lain
padahal undang-undang dengan tegas wnenebapkan
guaty alat bukti sebagsi satu-satunys alat bukti,
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nisalnya hetentuen Fasal 150 KUH Pdt;

2) menladskan kemungkinan buktl lswan wedanghkan
undeng-undang secars tegas menjamin adanva hak
mengadeken buokti lewan, misalnya Pasal 274 ayat
(2) KUHD; _

3) menutup same sekall nmtiap bukti lawan.

' Mengenai yang terakhir ini menurut Pitle kalau
dibiarkan tanpa batas skan dapat ‘bertentangan
dengan hkepentingan umum den kesgusilaan, Heog-
ingat . hal itu, dan juge adanya kemungkinan penya-
lah gunsun hak tarﬂobut, maka dalam BW dax  KDHD.
Nederland mengenal hal itu diberikan pembatasan .

[ Dnnean alat-alat bukti menurut undancwundang

Henurut Pitlo (1967 : 28), alat bukti adalah bahan

voang dipakai untuk pembuktian dalam suatu perkara.

Dalam Pasal 184 HIR/283 RBg ditentuksn alat-slst

bukti yang dapat dipakal adsalaeh tulisan, sakei,

pengakuan, persangkaan dan sumpah, Passl 153 HIR/

180 RBg mengatur tentang bukti pemerikssman setespat

dan Pasal 154 HIR/181 RBg menentukan alat bukti

saksl ahll atau keterangan ahli. Disanping ltu alat-
alat buktl 1ainn?a terssbar dalam p&smlwpnmui KUH

Pardata maupun KUH Daﬁann

3. Apa yang harus dibuktikan _

Di atas telah dimekukeksn bahwa kewsndiban hakim

adalsh menemukan dan mensntukan atma mengkonstetin

'parintiﬂanyﬁ; Selanjutnys  hakim  akan  menatapkan
hubungan hukum apa yang ads 43 sntars para pihak.

Telah dikemukakan puls babwa suatu peristiva dapat
dikatakan sebagal peristiwa hokun naka pﬁliﬁtiﬁ&*l
peristiva itu harum-meuunjukkan bahwa rumusan tingksh-
laku yang tercantum dalam perstuvan hukum ita mesnang
texjadi. Haks dalam pembuktian pars pihak  harus
membuktikan behwe perlstiwa-peristive yang diajuhken
adalsh  benar-benar terjadi dan merupakan suatu
peristiva hukum. ' '




Terhadap peristiwe-peristiwa yang dikemukakan baik
oleh pénﬁﬂuﬁat maupun terﬁueat, bnlum_'tantu HERUADYS
harus dihﬁktikaﬁ, sebab belum tsntu semusanya penting
‘bagi hakim untuk dasur.putusannya. Hakim harus mamimahm'
kan peristiwa mana yang penting (relevant) bagi hukum
dan mana yang tidak (irrelevant). FPeristiwa yang
relevan inilah yang harus ditetapken dan oleh kar@nanya
harus dibuktiksn (Sudikno, 19893 : 110). |

3eoura wadarhana dapat dikatskan hahwa aspa vyang
harus dibuktikan oleh pera plhak berperkara adalah
tergantung pada gugatan pengsgugat dan jawaban tergugat.
Kigalnya, penggugat h&nﬁatmkan bahwa tﬁrsuﬂat hutana
gebesar Rp.1.000.000,00 (aatu juta rupiah) dan belunm
dikembelikan, dan teygugat menjawﬁh bahwa benar 1@
huteng akan tetapi hanya Rp.750.000,00 (tujuratus
limepuluh ribu rupiah) dan belum kemball, maks yang
harus  dibuktiken adalah aspakeh huteng  eebesar
Rp.1000.000,00 ateu Rp.7850.000,00. Akan lain Jika Ja-
weban tergugat menyatakan buken hutang tetapi diberi
sebagal bhadiah perkawinen, maka yang hsruw dibuktiken
para plhak sdalsh apaksh huteng steu hadlah. Dengan
perkatamn lain aps yang harus Jdibuktiken adaleh segala
sesuatu yang manih dipersellisihkan oleb para pihsk
- berperkars. o ‘ - ‘
| Hengutip pondapat Sudikno, Burdianta (1887 @ 14
mengatakan selain hal-hal tersebut diates, dalam hal
ini hakim perlu pula memperhatiken :

m. Adanya beberapa perlstiws yeng tidek perlu:
dibuktiken lagi misalnya : ' ' |
1. Hal-hal yang sudah dikéetahul umum;

2. Ddluﬁ hal dijatuhksn putussn veratek, hkarena
tergugat tidek datang meka peristiwa yang menjedi
sengketa tidak perliu dibuktiken lagi; o

3. Dalam hal tergugst mengakul gugatan penggugat,
 webab pengakuen merupakan slat bukti;

&,:balan hal telah dilakukan sumpah desimolir.

Selain itu, menurut pendapat Mshkamah Agung delam




putusannys tanggal 22 Agustus isﬁslynnnv menﬂatmkan
bahwa “pengetahuan uendi&i'dari hakim werupskan alat
. bukti yang eah, vang panilaiannya tidak tunduk  pads
. kanasi”.
b. Segals apa yang dilihat oleh hakim di muka sidang
'kemudian,dituangkan dalam putusannyea. | |
o. Pengetahuan tentang pengalamen, yeitu hkeaimpulan
berdagay pensetnhuan umum dan diressken sehari-hari
oleh setisp orang maupun oleh hakim itu sendiri.

4. Eoniluiun pombuktian

Sebngaimana dikemukakan distas, mengingat bahwa
kewallban  hakim adalah smenemukan Jdan menentukan atau
menghkonstatir peristiwanya, maka yang wadib m&mbuktikah
sdalah para pihek berperkara yang mempunyal kepentingan
untuk dapat memenangken perkaranys.

Heskipun -atas sustu periastiwa atau fakta yang
menijadl penyshab menghets diantars para pihak teleh
diajukan alat-alat bukti, tatapi pembuktian tersabut

“maglh harus dinilai, Hel inil berarti hahwa getelah para

pihak  mengajukan bukti-bukti wereks,  haltlm  akan

wenentukan dalill siaﬁa veng terbukti dan yang tidak.
Untuk ltu hakim harus menilal bukti-buktl Jang talah

dikemukakan oleh pars pihak.

Dalam hal hakim wenilai pembuktian inl, undang-
undang dapat menglkat hﬁkim poada -&létwniat “bukti
tortentu, sshinggs hakinm tidak bebas untuk menilainya.
Bebagal contoh, dalam bhal p«ﬁilaian= terhadapy akta
(Pasxl 185 HIR/285 RBg/1870 KUH Pdt) hakim terikat

‘untuk menilainye. Namun sebaliknya undang»uhdanﬁ dapat

Jugs menyerahkan ateu memberi kebebasan kepada hakim
dal&n menilal pembuktian. Sebegal contoh, hakiwm bebas’
untuk menilail keterangan smeorang saksi.

Pasal 178 ayat (2) Rv menunjukkan bahwa selama

. undang-undang tidak wmengatur msbslliknys, penilalan

pembuktisan dimershkan pada pendapat hakim. Dari pasal
ini dapat dilihat bahwe undng-undang terssbut menganut



10

agam umun, yalta bakim bebas menilal pembuktian.
Henurut Sudikno (1883 : 112), hal inil berarti bahwn
-yang wWenang menilai peswbuktisn adalah hakim, dan hanyas
Judex feotie saja. Mengenal hal 1ini HMahkamah Agung
dalam putusannya tertanggal 29 Juli 1887 No. 7
K/51p/1887  menyatakan Mahkemah Agung tidek  dapat
nempaertinbangkan penilaian paabuktiam oleh Judex factie
dalam pewmeriksaan tingkat kamami, - '

Dalam menilai penbuktian hakim . juga  haras
msunperhatikan bahwa lawan darl pihak yang terbeban pem-
buktian eslalu berhak mengajukan bukti lewan, keouall
kalau undang-undang melarang, misalnya terhadap bukt i
sumpah tidak'mamunakinkan bukti iawan‘ Bukti/pembukiian
lawan adaleh setisp pembuiktian yang diajukan pihak
lawan dangan tujuan untuk membuktikan ketidak benaran
fakta stau perimtiwe yang disjukan dan telah dibuktiken
oleh pihak vang tsrbeban pembuktian.

Diates dikatakan bahwsa dalam hal hakim menilal
pembuktisn ini, undeng-undang dapat mengiksat hakim pads
alat-alat bukti tertentu, sehinggs hakim tidak bebas
untuk msnilainva. Timbul pertanyaan sejesuh manakah
“undang-undang boleh mengikat hakin dalam menilal suatu
bukti di dalem persidangsn 7 Henurut Agger -~ Anena,
- yang dikutip oleh Sudikno, mengenal hal ini ada tiga
macen teorl sebagal bariknt !

1. Teori pembuktian bebas.
‘Henurut teori ini sebaiknys tidak ada kateutgaﬁw
kstentuan yang wengikat hakinm, ﬂahinggﬁ penilaian

_ panbuktiun sejauh mungkin diserahhean kepada hakim.

2. Teori panbuktian nasgatlf
Teori ini menghendski ada ketentnan-ketentuan yany
mengikat yang bersifat negatif, yaita bshwe keten-
tuan ini harus membatasi pada larangsn kepada hakim
untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pem~
buktian, _
Dimaksudkan di  eini behwa hakim dilatang dengan
pengecualion, misalnys ketentuen Pasal 169 HIR/308
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RBg vang diperjelas dengan putusan Hahkamah Agung

No. 6885 KfSiple?S tevtanggal 28 November 1973  yang

menyatakan "satu sekai saja tanpe dikuatkan ‘dengan

alat bukti lain tidak dapat diterima mebagai

pembuktian” . | ‘ |
3. Teorl pembuktlan puaitif B

- Dissmping  adanya lsrasngan, teorl inil  wmsengehndaki
adanys perintah kepads hakim.

- D1 sini hakim diwajibken, akan tetapl dengan syarat
tertentu, miselnya ketentuan Pasal 185 HIR/ 265 RBg
yang dijelasksn Mabkamah Agung delam putusannya No.
a7 Kfﬁib}lﬁ?ﬁ tertanggal 1 Desember 1978 yong e
nyatakan "ketentusn mengenai sertifikat tanah seba-
gai tanda/bukti hak milik tidaklah mengurangi hak
seseorang untuk wembuktikan bahwe sertifibeat terses-
but tidak benar”.

Pendapat umum menghendski teori penbuktian yang
lebih bebas dengan meksad memberi kwlauggaran wewenang
kepada hakin dnlam nanoari kabanarun {(8adikno, 1983
113) ' ' '

. KESINPULAN

Dari uraian-uraian distas dapat ditarik kegimpulan

sebagai berlikut :

1.

Di dalam prahktsk yemariksaan perkars di yﬁngadilan,
penggugat yvang pertame-tama dibebani pembuktian danﬁau
alasan behwa pangﬂusatlah yana mulai nenbawa parkar&ﬂya

. ke pengadilan.

a.

Hengenai asps veng harus dibuktiken, ad&lmh targantung:

‘pads hal-hal vang masibh diperselisibkan antara penggu-

gat dengan tergugai delam peraidangan. ﬁi&&mping itw
perlua  diperhatikan adanye hal-hal vyang tidask perin

'ﬁibuktikan, hal-hal yeng diiihat gendirli oleh hakim da-

lan persidangen dan pengetshvan hakim sendiri.
Cﬁra menbuktikan depat dilekukan dengan

a. penawsran pembuktian; o

b. perjanjiasn pewbuktian dan
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¢, alat-alat bukti:'yang-seuara limitatilf ditentubkan
~undang-undang . 1 |

4. Gune memberi kelonggaran wewenang kepada hakim dalam
mencari kebenarsn, make dalam hukun pembuktian diper-
lukan teoril pembuktian yang lebih bebas. '

5. Dalam pembagian beban bukti hakim harue bersikap hati-
hatl, sebab Jika hakim berat asebelsh maka secera &
priorl hakim menjerumuskan pihak yang terlalu »barat
bebsn buktinya peda kekalaban.
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